
Pernbent ukan Daerah-dacrah Kabupaten dalarn

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Ta hu n

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undarig- Undang

Nornor 4 Tahun 1968 tentang Pcrnbentukan Kabupaicn

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mcngubah

Undang-Undang Nornor 14 Tahun 19~0 teruang

1<)50 ten lang2. Undang-Undang Nornor 1-4 Tahun

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara I~cpublik

Indonesia Tahull 1945;

pengaturan rnengcnai pcngernbangan ckonorni kreat if;

ct. bahwa bcrdasarkan pcrt irnbangan sebagaimana dimaksud

dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu rnr netapka n

Pcraiuran Daerah tr-ntang Pengembangan I':konomi Kn-auf;

hukum

Daerah,

dalam

pcrlu

rncmbcrikan kepastian

ckonorni krratif di

(". bahwa un tuk

pcngrrnbangan

menciptakan dan mrngerubangkan ekosistern ckonomi

krcatif scrta pcngcrnbangan surnber dava ckonorm kreatif ill

Dar-rah schingga dapa t me mbcrikan koritribusi bagi

perckononuan Dar-rah dan meningkatkan dava saing

Daerah guna tcrcapainva tuiuan pcmbangunan Daerah

yang bcrkr lanjuran:

t ujuan berbangsa dan

mcIalui pcmbangunan

salah satu

diwujudkan

sejahiera sebagai

berncgara perlu

perc konomian;

b. hahwa Pcmcrintah Darrah bertanggung jawab untuk

a. bahwa untuk mcnciptakan masyarakat adil, Makrnur dan

BUPATI PUI~WAKj\RTA.

PENG F:M13,\N(JAN EKONOM I KI,U_·:ATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MJ\IIA F,SA

TENTAN('

NOMOR 3 TAHUN 2023

PER,\TURt\N DAERAH K.\BUP.t\TEN PURWt\K·\F~TA

PROVINSI ,JAW/\ BARAT

Mengingal

Mcnimbang



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nornor 5587) sebagaimanatelah

diubah beberapakaliterakhir dcngan Peraturan Pemerintah

Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun

2022 Nornor 238, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik

IndonesiaNomor6841);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20 L9 tcntang Ekonomi

Krcatif (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019

Nornor 212, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik

IndonesiaNomor6414);

6. Pcraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia ornor 5 Tahun

2021 tentang PenyelenggaranPerizinan Berbasis Risiko

(LernbaranNegaraRcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor

15,TarnbahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor

6617);

7. Peraturan Perne rintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

202] tentang Penvelenggaran Pcrizinan Bcrusaha di
Dacrah (LernbaranNcgaraRcpublik IndonesiaTahun 2021

Nornor 15);

8. Pcraturan PernerintahRcpublik Indonesia Nornor24 tahun

2022 tcntang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonorni Kreatif [Lernbaran

. egara Republik Indonesia Tahun 2022 omor 151,

tentang

RepublikNcgara[LernbaranDarrahPernerintahan

2022 Nomor 238, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik

Indonesia omor 6841);

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 ornor 31, Tambahan

Lembaran egaraRepublik IndonesiaNomor2851);

3. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2009 tentang

Kcpariwisataan (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor II, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nornor4966) scbagairnanaLelahdiubah

beberapakali terakhir dengan Pcraturan Pernerintah
Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dcngan:

l. Darrah Kabupare n yang selanju tnya disebut Darrah adalah

Dacrah Kabupaten Purwakarta.

2. Bupati adalah Ilupati Purwakarta.

3. Pcmcrintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur

pcnyclenggara pcmerintahan dacrah yang memimpin

PENGEMDANGANTENTJ\NGP8RJ\TURAN J)J\8RAH

EKONOMI KR£J\TIF

Dcngan Persetujuan Bersarna

DEWAN PERWJ\KILAN r~AKYAT DJ\ERAHKAI3UPATEN

PURWAKJ\I~TA

dan

IlUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKJ\N:

217);

11. Pcraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tcntang Rencana

Pcmbangunan Jangka Mcncngah Dacrah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2018-2023 [Lernbaran Darrah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nornor 1) sebagairnana

telah diubah dcngan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2021 tcntang Pcrubahan Atas Peraturan Darrah Nomor 1

Tahun 2019 tcntang Rencana Pembangunan .Jangka

Menengah Dar-rah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2021 Nomor 3, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupatcn

Purwakarta Nomor 3);

Tarnbahan Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nornor

6802);

9. Pcraturan Preside n Nomor 142 Tahun 2018 tentang

Rcncana Ind uk Perigembangan Ekonomi Kreat.if Nasional

Tahun 2018-2025 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia

Tahun 2018 ornor 272);

10. Pcraturan Darrah Provinsi .Jawa Barat Nomor 15 Tahun

2017 tentang Pcngcmbangan Ekonorni Krca tif (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15,

Tarnbahan Lcrnbaran Dacrah Provinsi .Iawa Barat Nornor

Mcnctapkan



tugas

t ugas

yang mcmpumai

mcndukung pclaksanaan

struktural independen

mcngoordinasika n dan

kcwcnangan dacrah otonorn.

4. Perangkat Dar-rah adalah unsur pembantu Hupati dan

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dalarn penvclcnggaraan

urusan perncrintahan yang mcnjadi kcwenanga n Daerah.

5. Ekonorni KrCHt if adalah pcrwujudan nilai tarnbah dad ~·ang

br rsurnber dari krearivitas manusia yang berbasis warisan

budaya, ilmu pcngetahuan, dan/atau tcknologi.

6. Pclaku Ekonorni Kreatif adalah orang perseorangan atau

kclornpok orang warga ncgara Indonesia atau badan usaha

bcrbadan hukurn arau bukan lx-rbadan hukurn yang

didirikan bcrdasarkan hukurn Indonesia yang mclakukan

kcgiatan Ekonomi Kreat if

7. Pcngelola Kekavaan lntelektual adalah pihak yang

melakukan komersialisasi kekavaan intclr kt ual yang

dimiliki sendiri atau yan dimiliki pihak lain bcrdasarkan

pcrja njia n tertr-nt u.

8. Ekosistern I~:k()nomi Krcatif adalah ketcrhubu ngan sisu-m

vang mendukung ranted nilai Ekonomi Kreat if, vaitu kreasi,

produksi, distribusi, konsumsi, dan konscrvasi, .vang

dilakukan olch Pelaku I~konomj Krcatif unt uk mcmberikan

nilai tam bah pada produknya sehingga berdava saing tinggi,

mudah diakscs, dan terlindungi secant hukum.

9. Kckayaan lntclcktual acla lah kckavaan yang timbul atau

lahir karcna kcmarnpuan intelektual manusia mclalui dava

cipia. rasa, dan karsanva vang dapat bcrupa karva eli

bidang teknoiogi, ilmu pr ngetahuan. seni, dan sastra.

10. Prmbiavaan atau Krcdit vang sclanjutnya disebut

Pcmbiayaan adalah pr nvcdiaan uang atau tagihan vang

dipcrsamaka n dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kcscpakatan pinjarn mcrninjam antara lernbaga ke uangan

bank atau lernbaga keuangan nonbank dengan pihak lain

.\ang mewajibkan pihak yang dibiavai unt uk

nu-ngcmbalikan liang atau tagihan tcrsebut sctclah jangka

waktu tcrtcru u dcngan pcmbcrian imbalan bcrupa bunga

atau bagi hasil.

11. Komite Ekonorni Kreat if Daerah adalah lcrnbaga non

menjadiyangpemerintahanurusanpelaksanaan



Pasal5

(1) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a

yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang

mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif,

dan/ atau menghasilkan suatu karya meliputi 17 subsektor

a. pelaku kreasi; dan

b. pengelola Kekayaan Lntelektual.

Pasal4

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

Setiap pelaku Ekoriorni Kreatif di Daerah berhak mernperoleh

dukungan dari Pcmerintah Daerah melalui pengembangan

Ekosistern Ekonomi Kreatif.

BAB II
PELAKSANAAN EKONOMI KREATIF'

Pasal 3

PasaL 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni:

a. Pelaksanaan Ekonomi Kreatif;

b. Ekosistem Ekonomi Kreatif;

c. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonorni Kreatif

d. Pengembangan Ekonorni Kreatif;

e. Pengembangan Ekosistcm Ekonomi Kreatif dan

f. Pemantauan dan Evaluasi;

g. Kelembagaan;

h. Pernbinaan dan Pengawasan;

perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten,

Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi

pengembangan Ekonorni Kreatif.Pengawasan adalah

kegiatan memperhatikan dan mengawasi muLai dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi

Kreatif.

12. Pembinaan adaJah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, dunia usaha, akadernisi, dan masyarakat melalui

pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku

usaha Kreatif.



komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) meliputi kegiatan pada 17 (tujuh belas)

subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal5 ayat (1).

(3) Subsektor Ekonorni Kreatif selain sebagaimana dimaksud

pactaayat (1) dapat ditetapkan sebagaisubsektor yang baru

sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) ParaPengelo1aKekayaanIntelcktual sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) dapat mendaftarkan kekayaan intelektual

melakukanyangintelektualkekayaan(2) Pcngelola

Pasal6

(1) Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud

dalarn pasal 4 huruf b rnerupakan pihak yang melakukan

komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri

atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian

tcrtentu.

Ekonomi Kreatif yaitu:

a. seni Pertunjukan;

b. aplikasi;

c. arsitektur;

d. mode (fashion);

e. desain interior;

f. desain komunikasi visual;

g. desain produ k;

h. musik;

1. pcnerbitan;

j. periklanan;

k. kriya;

J. film, animasi, dan video;

m. televisi dan radio;

n. pengembangperrnainan;

o. fotografi;

p. seni rupa; dan

q. kuliner.

(2) Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud

padaayat (1) dapat ditetapkan sebagaisubsektor yang baru

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PengernbanganPcndidikan
Pasal9

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Krcatif disusun

untuk rnenciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku

Ekonomi Kreatif yang mampu bersaingdalam skala global.

PengembanganRiset

Pasal8

(1) Perncrintah Kabupaten bertanggung jawab lerhadap

pcngembanganriset Ekonomi Kreatif.

(2) Pengembanganriset sebagaimanadimaksud pada ayat [I]

dapat dilaku kan oleh lernbaga penelitian dan

pengernbangan,perguruan tinggi, dan/ atau rnasyarakat.

(3) l lasil pengembanganriset sebagaimanadimaksud pada ayat

(2) digunakan scbagai pembuatan kebijakan di bidang

Ekonomi Kreatif.

(4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif scbagaimana

dimaksud pada avat (2) dilaksanakan sesuai dengan

kercntuan peraturan perundang-undangan.

a. pengembanganriset;

b. pengembanganpendidikan;

c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;

d. penyediaan infrastruktur;

c. pengembangansistem pemasaran;

f. pemberian inscntif;

g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan

h. peLindunganhasiJkreativitas.

dalam

BAB III

EKOSrSTEM EKONOMI KREAT1F

Pasal 7

(1) Pcrnerintah Daerah bertanggung jawab

mengembangkanEkosisternEkonorni Kreatif.

(2) Pengembangan I':kosistem Ekonorni Kreatif

sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui:

yang dimiliki scsuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.



Pasal 14

Selain memfasilitasi skcmapernbiayaansebagairnanadimaksud

dalarn Pasal 13, Pernerintah danjatau Pernerintah Daerah

Pasal 13

(1) Pemerintah memfasilitasi skerna pembiayaan berbasis

kekayaan intelektual bagi PelakuEkonorniKreatif.

(2) Ketentuan mengenaiskema pcmbiayaan berbasis kekayaan

intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

denganPeraturan Pernerintah.

Pasal12

(1) PembiayaanEkonorni Kreatif bersurnberdari:

a. anggaranpendapatandan belanja negara;

b. anggaranpendapatandan belanjadaerab;danjatau

c. sumber lainnya yang sah dan tidak rnengikat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pernbiayaansebagaimanadirnaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank
dan nonbank.

(3) Pembiayaanyang bersumber dari sumber lainnya yang sah

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak

mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 11

Pendanaanuntuk kegiatanEkonomi Kreatif bersumberdan:

a. anggaranpendapatandan belanja.negara;

b. anggaranpendapatandan belanja.daerab; danjatau

c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 10

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang

Ekonomi Kreatif dikcmbangkan berdasarkan sistcrn pendidikan

nasional melalui:

a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur

pendidikan formal; dan

b. intrakurikuler dan kokurikuler daJam jalur pendidikan

nonformal.



Pemberian lnsentif

Pasal22

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mernberikan insentif kepada

Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. fiskal; danjatau

b. nonfiskal.

(3) Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Pengembangan Sistem Pemasaran

rasa! 18

(1) Pernerintah Kabupaten mernfasilitasi pengembangan sistern

perna saran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan

intelektual.

(2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem

pernasaran produk Ekonorni Kreatif berbasis kekayaan

intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Infrastruktur Ekonorni Kreatif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 terdiri atas:

a. infrastruktur fisik; dan

b. infrastruktur teknologi in formasi dan komunikasi.

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mendorong tersedianya infrastruktur
Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

(1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan

Umum.

(2) Pembentukan Badan Layanan Umurn sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

dapat mengembangkan sumber pembiayaan altematif di luar

mekanisme lembaga pembiayaan.



(2) Dalam pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 25, Pemerintah Daerah
dapat bekerja sama dengan:

Pasa126

(1) Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi
Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah
Daerah dapat bersinergi dengan:

a. Pemerintah Pusat; dan

b. Pernerintah Daerah Provinsi.

BABN

PENGEMBANGAN KAPASITASPELAKU EKONOMI KREATTF

Pasal25
Pemerintah Daerah melakukan pengernbangan kapasitas
Pelaku Ekonomi Kreatif rnelalui:

a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk
meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku
Ekonomi Kreatif;

b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan
teknologi illdunia usaha; dan

c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi
Kreatif.

Pelindungan Hasil Kreativitas
Pasa124

(1) Pemerintah Kabupaten melindungi hasil kreativitas Pelaku
Ekonomi Kreatifyang berupa kekayaan intelektual.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketent.uan peraturan
perundang- undangan.

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal23

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pencatatan atas hak
cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan
industri kepada Pelaku Ekonomi KreatiI.

(2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemanfaatan
kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BABVI

PENGEMBANGANEKONOMl KREATIF

Pasal29

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melaJui:

a. Pembiayaan Ekonomi Kreatif;

b. Fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi

KreatiI Berbasis Kekayaan Intelektual;

c. lnfrastruktur Ekonomi Kreatif

d. Lnsentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

PasaI28

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan

Ekonorni Kreatif.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

a. mernberikan penghargaan terhadap Kekayaan InteIektual

yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan

b. menjaga dan melindungi Kekayaan lntelektual yang

dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi diatur dalarn

Peraturan Bupati.

KreatiJEkonomipengembangan(3) Penyelenggaraan

BABV

PENGEMBANGANEKONOM! KREATlF

Pasal 27

(1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan

mempedomani rencana induk pengembangan Ekonorni

Kreatif.

(2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah.

a. organisasi kemasyarakatan;

b. perguruan tinggi; dan/ atau

c. badan usaha.



d. pclayanan informasi/konsultasi usaha;

e. bantuan promosi pemasaran;

f. pcnyediaan sistem manajemen kolektif digital;

g. akses pernasaran:

h. inkubasi pemasaran melaJui lernbaga yang ditunjuk;

c. akses danjatau bantuan Pembiayaan:

Pasa132

(1) Fasilitasi yang diberikan Pernerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 12 huruf (b) dapat berupa:

a. bimbingan teknis;

b. pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan /atau
pendaftaran perizinan terintegrasi secara elektronik;

Pasa131

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem
Pernasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan

Intelektual.

(2) Sistern Pemasaran Produk Ekonorni Kreatif Berbasis

Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

a. lisensi;

b. waralaba;

c. alih teknologi;

d. jenama bersama;

c. pengalihan hak; dan / atau

f. bcntuk kcrnitraan lain.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem
Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan
Intelcktuallainnya berdasarkan kearifan lokal.

(4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan secara komcrsial, pemilik dan/atau

pemegang hak mendapalkan imbaJan dalam bentuk royalti
atau bentuk lain sesuai dcngan kctentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kckayaan intelektuaJ.

Pasa130

Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dan:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau

c. sumbcr lainnya yang sah.



b. Kemudaban pclayanan perizinan berusaha berbasis resiko
di bidangEkonomi Kreatif;

c. kemudahan dalam proses permohonan pendaflaran atau

pencatatan Kekavaan Intelektual;

d. pcndampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;

dan

Pasal36

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf b kepadaPelakuEkonorniKreatif berupa:

a. Kemudahanakscs tempat usaha EkonomiKreatif;

(2) Pemberian fasilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan scsuai dengan ketentuan peraturan

pcrundang-undangandibidang perpajakandan retribusi.

Pasal35
(1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 34 huruf a yang diberikan oleh

PernerintahDaerahdapat berupa:

a. insentif perpajakandacrah; dan/atau

b. insentif retribusi.

PelakuEkonomi Kreatif berupa:

a. insenlif fiskal; dan atau

b. inscntif non fiskal.

Pasal34

Daerah dapat mcmberikan inscntif kepadaPemerintah

(1) PemerintahDacrah mendorong tersedianya infrastruktur

EkonomiKreatif yangmemadaiuntuk Ekonomi Kreatif.

(2) lnfrastruktur Ekonorni Kreatif sebagaimanadimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. infrastruktur fisik; dan

b. infrastruktur teknologi infonnasi dan komunikasi.

Pasal33

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama

denganpihak lain.

fasilitas

Kekayaanpenilaian1. pendarnpingan penghitungan

Intelektual; danZatau

J. layanan bantuan dan pendampinganhukum.

(2) Pemcrintah Daerah dalarn memberikan



b. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko
di bidang Ekonomi Kreatif;

c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau
pencatatan Kekayaan Intelektual;

d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
dan

Pasal36
Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

a. Kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;

(2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi.

Pasal35
(I) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dapat berupa:

a. insentif perpajakan daerah; dan/ atau

b. insentif retribusi.

Pasal34
Pemerintah Daerah dapat mernberikan insentif kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

a. insentif fiskal; dan atau

b. insentif non fiskal.

(1) Pemerintah Daerah rnendorong tersedianya infrastruktur
Ekonomi Kreatifyang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

(2) Infrastruktur Ekonorni Kreatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. infrastruktur Iisik; dan

b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pas.:'ll33

i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan
lntelektual; dan/ atau

j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.

(2) PemeIintah Daerah dalam memberikan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama

dengan pihak lain.



BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasa139

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan pengembangan Ekonomi
Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 38

(1) Dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif,
Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Ekonomi
KreatifDaerah.

(2) Komiteekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)tugas, wewenang dan fungsi diatur dalam Peraturan
Bupati.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

ekonomi kreatif.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi.

(4) Bupati menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri melalui Gubemur dan
ditembuskan kepada Kepala Lembaga yang membidangi
urusan Ekonomi Kreatif.

evaluasi

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal37

(1) Bupati melaksanakan pemantauan dan
penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan

e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonorni Kreatif.



BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasai40

Peraturan peiaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan

Daerah ini diundangkan.

pengembangan Ekonorni Krea tif.

(6) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan acuan

sebagai pengambilan kebijakan dalam pengalokasian

program pengembangan Ekonomi Kreatif di tahun

berikutnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernbinaan dan

pengawasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah

sebagimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5)

diatur dengan Peraturan Bupati.

efisiensi peiaksanaan

untukdilakukan

a. Kunjungan lapangan;

b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif;

c. Pelaporan hasil

(5) Pembinaan dan pengawasan

meningka tkan efektifitas dan

Ekonorni

penyelanggaraan Ekonomi Kreatif;

b. Memfasilitasi pengembangan produk

Kreatif;

c. Pelatihan;

d. Bimbingan teknis; dan

e. Pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan

pengembangan Ekonomi KreatiJ.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) meliputi:

peiaksanaanstandarpedoman dana. Pemberian

ekonomi kreatif.

(3) Pembinaan sebagirnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) meliputi:
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LEMBARANDAERAII KABUPATEN PURWAKARTATAI-IUN2023 NOMOR 3

NORMANNUGRAHA

Ttd

SEKRETARISDAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Maret 2023

ANNE RATNAMUSTlKA

Ttd

BUPATI PURWAKARTA,

Ditetapkan di Purwakarta

pacta langgal 6 Maret 2023

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya

dalam LernbaranDaerahKabupaten Purwakarta.

Pasal41



I. UMUM

Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu

kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, memiliki arti penting dan

kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi

masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan

inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja

guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan

masyararakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apalagi Kabupaten Purwakarta memiliki potensi ekonomi kreatif

yang unik dan massif yang dapat menjadi pusat percontohan kota

kreatif sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan

yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif melalui kerjasama

unsur pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas

ekonomi kreatif. Bahkan Kabupaten Purwakarta harus melakukan

berbagai macam pengambilan kebijakan dan tindakan untuk

mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai kota kreatif.

Untuk dapat menata dan mengembangkan ekonomi kreatif yang

dapat mewujudkan kota kreatif, diperlukan pengaturan yang secara

operasional dapat dilaksanakan, mengingat telah ada payung hukum

ditingkat nasional berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019

tentang Ekonomi Kreatif dan payung hukum ditingkat Provinsi Jawa

Barat melalui Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017

tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif masih harus diatur secara

teknis. Ekonomi kreatif sendiri merupakan salah satu sub-urusan

pemerintahan bidang pariwisata meru pakan urusan Pemerintahan

Pilihari berdasarkan Pasal 12 ayat (3) beserta Lampiran Pembagian

Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaterr/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PENJELASAN ATAS

PERATURANDAERAH KABUPATENPURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGANEKONOMI KREATIF



Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi

Kreatif dengan tujuan:

a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pelaku ekonomi

kreatif;

b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan

kualitas industri kreatif;

c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan dan pengembangan

ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta;

d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi

industri kreatif secara berkelanjutan;

e. mendorong terbentuknya forum koordinasi ekonomi kreatif di

Kabupaten Purwakarta untuk melayani kepentingan penataan dan

pengembangan Ekonomi Kreatif;

f. mendorong terwujudnya Kota Kreatif sebagai kota yang mampu

melayani kepentingan Ekonorni Kreatif, dan memanfaatkan secara

kreatif serta menggunakan sebagai dasar pembangunan Ekonomi,

lingkungan dan sosial yang berkelanjutan

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta ten tang

Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif juga berasaskan pada:

a. asas manfaat yaitu asas penyelenggaraan penataan dan

pengembangan ekonomi kreatif harus bertujuan mernberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;

b. asas efisiensi berkeadilan yaitu asas penataan dan pengembangan

ekonomi kreatif harus mengedepankan proses efisiensi berkeadilan

sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha ekonomi kreatif yang

adil, kondusif dan berdaya saing;

c. asas kemitraan yaitu asas penataan dan pengembangaan ekonomi

kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring
pelaku ekonomi kreatif dan sumber daya yang mempertimbangkan

aspek kesetaraan secara proporsional;

d. asas kemandirian yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi

kreatif dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan

potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku dan pengusaha

berbasis ekonomi kreatif;



Cukup je1as.
Pasal4

Cukup jelas.
Pasal5

Cukup jelas.

II. PASAL OEMI
Pasal ]

Cukup jelas.
Pasa12

Cukup je1as.
Pasal3

1. asas kepastian hukum yaitu asas penataan dan pengembangan

ekonomi kreatif ) ang diselenggarakan dengan menjamin

pelaksanaan hukum secara baik dan tepat;

J. asas kearifan lokal yaitu asas dalam penataan dan pengembangan

ekonomi kreatif yang mempertimbangkan karakteristik sosial,

k. ekonomi, budaya, dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata

kehidupan masyarakat di Kabupaten Purwakarta; dan

1. asas keberpihakan yaitu asas dalam penataan dan pengembangan

ekonomi kreatif yang memberikan keberpihakan kepada pelaku

ekonorni kreatif untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik

lebih khusus kepada pelaku ekonomi kreatif yang masih pemula.

g. asas identitas bangsa yaitu asas dalam penataan dan

pengembangan ekonomi kreatif dengan pempertimbangkan identitas

nasional dan bangsa;

h. asas persaingan sehat \ aitu asas penataan dan pengembangan

ekonomi kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan

persaingan sehat dan menghindari praktik monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat;

e. asas berwawasan lingkungan yaitu asas penataan dan

pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap

memperhatikan dan mengutamakan perlind ungan, pelestarian dan

pemeliharaan lingkungan hidup;

f. asas keberlanjutan yaitu asas yang secara terencana mengupayakan

berja1annya proses pembangunan melalui penataan dan

pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan secara

berkesinambungan sehingga terbentuk perekonornian yang tanggu h

dan mandiri;



Pasa16
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasai 13
Cukup jelas.

Pasal ]4
Cukup jelas.

Pasai 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jeias.

Pasa] 17
Cukup jeias.

Pasai 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal21
Cukup jeias.

Pasa] 22
Cukup jeias.

Pasa123
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal25
Cukup jelas.

Pasa126
Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas.

Pasal28
Cukup jelas.

Pasa! 29
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOM OR 3

ANNE RATNA MUSTIKA

Ttd

BUPATI PURWAKARTA,

Pasa130
Cukup jelas.

Pasal31
Cukup jelas.

Pasa132
Cukup jelas.

Pasa133
Cukup jelas.

Pasal34
Cukup jelas.

Pasa135
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasa137
Cukup jelas.

Pasal38
Cukup jelas.

Pasal39
Cukup jelas.

Pasa140
Cukup jelas.

Pasal41
Cukup jelas.


